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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang
sama bagi tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dan
penghasilan yang layak, proses penempatan Tenaga Kerja
Indonesia asal Jawa Barat harus memperhatikan hak
asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pendidikan
dan pelatihan yang dilakukan secara terpadu;

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi hak
dan kepentingan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat
sebelum, selama penempatan, dan sesudah purna kerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf
b, dimaksudkan agar Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa
Barat tidak dijadikan objek perdagangan manusia,
perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, serta
kejahatan atas harkat dan martabat manusia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Asal Jawa Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengesahan International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrants Workers and Members of Their
Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan
Hak-hak  Seluruh  Pekerja Migran dan  Anggota
Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5314);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5388);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5389);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5390);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 5 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
24);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL
JAWA BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

»

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat.

Dinas Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di
Kabupaten /Kota.

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut
calon TKI adalah calon tenaga kerja asal Jawa Barat yang
memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja
di luar negeri dan terdaftar pada Dinas.

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI
adalah tenaga kerja asal Jawa Barat yang memenuhi syarat
untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk
jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Pembinaan TKI adalah kegiatan yang dilakukan secara
berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil
yang lebih baik dalam rangka memberikan dan
meningkatkan perlindungan TKI.

Anggota Keluarga TKI adalah orang yang kawin dengan TKI
atau memiliki hubungan dengan TKI yang berakibat sama
dengan perkawinan dan anak TKI dan/atau orang lain yang
menjadi tanggungan mereka, yang dianggap sebagai
anggota  keluarganya sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan, atau menurut perjanjian bilateral
atau multilateral yang melibatkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk
mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan
kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri, yang
meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan
dokumen, pelatihan, penampungan, persiapan
pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara
tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Perlindungan TKI adalah segala daya wupaya untuk
melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sebelum,
selama penempatan, dan sesudah purna tugas.

Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya
disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah
mendapat izin  tertulis dari  Pemerintah  untuk
menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI.



14.

15.

16.

17.

18.

Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta di Luar
Negeri adalah badan hukum atau perseorangan yang
bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Penempatan TKI
swasta di luar negeri.

Asuransi TKI adalah bentuk perlindungan bagi TKI berupa
santunan uang, yang meliputi kematian, kecelakaan dan
kerugian material.

Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya
disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau
informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke
luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan
pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak
dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang
dihadapi.

Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan
advokasi termasuk pelayanan, pendampingan, dan/atau
pembelaan hukum kepada TKI dan anggota keluarganya.

Purna TKI adalah keadaan yang menunjukkan seseorang
telah berakhir hubungan kerja di luar negeri berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun
mempunyai kecenderungan dan potensi baik fisik maupun
psikis untuk kembali memasuki pasar kerja.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri
dilaksanakan dengan berasaskan:

a.

SRt 00 o

. e

perlindungan;

. kemanusiaan;

. persamaan hak;

. keadilan sosial;

. kesetaraan dan keadilan gender;

anti diskriminasi;

. anti perdagangan manusia (human trafficking);

. demokrasi;

keterpaduan; dan

. keramahtamahan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 3

Pedoman penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di
luar negeri dimaksudkan untuk menjamin program penempatan
dan perlindungan TKI yang ditempatkan dan bekerja di luar
negeri.



